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BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 22 TAHUN 2019

TEN TANG
SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

bahwa dalam rangka membezikan kemudahan pelavanan
masyearakat selaku Wajrb Pajak dalam hal pelapotan dan
transaksi pembayaran serta dalam Upayva optimalisasi
PeMUnglitan pajak daerah maka perlu dilakukan dengan
cara sistem online;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
hurul a, pertu menelapkan Peraturan Bupati tentang
Sistem Online Pajak Deerah;

a.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republic
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Namur 12 Tahun 1956 ltenteng
Pembentukan Daerah Otonom Kehupaien dalam

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Nepara Republik Indonesia Nomor 25):

Undang-Undang Memoer 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Inidenesia Tahun 2008 Nemor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomar 4846):

Undang-Lindang Nomor 78 Tahun 2000 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2099 MNemaor 130,

4.

Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomer

Soo):



aT

10,

ll.

Tz.

Undang-Undang Nomor 22 Tahwn 2014 tentang
Pemérintahan Daersh fLembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Momor 244, Tambahan Lembaran

Negara Repubiil Indonesia Nomor 5987) sebagaimana telah

diwbah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor ¢

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 42015

Nomar 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Name S679):

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20/6 Tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Gacrah

{Lembaran Nepeara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomar

244, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonsia Noameor

S950},
Peraluan Menteri dalam Neven Nomor 80 Tahun 2016

Tentang Fembentukan Produk Hukum Daerah [Berta

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),

6,

7,

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun

9011 tentang Pajak Hotel fLembaran Daerah Kabupulen

Karnpar Tahun 2011 Nemor 2);

Peraturar, Daerah Kabupaten Kampar Nemor 3 Tahun

2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten

Kampar Tahun 2011 Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Noamor 6 Tahun

2011 tentang Bea Perolchan Hak Atas Tanah dan Bangunan

{Lembaran Daerah Kabupaten Karnpar Tahun 2011 hemor

OL

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun

3011 tentang Pajak Hiburan (Llembaran Daerah Kabupaten

Kampar Tahun 2011 Nomeor 7},
Feraturan Daerah Kabupaten Karmpar Nomor 8 Tahun

4011 tentang Pajak Mineral Bukan Logarn dan Betuan

a.

(Leambaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomar

8);



Menetapkan :

13.

14,

LS.

EA.

17.

Peraturan Deereh Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Pajak Pencrangan Jalan jLembaran Daerch

Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 9},

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nemer 12 Tahun

2011 tentang Pajak Air Tanah |Lembaran Daerah

Kabupaten Kampar Tatrun 2011 Nomor 12);

Peratiran: Daerah Kabupaien Kampar Nemor 19 Tahun

2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten

Karopar Tahun 2011 Nomoer 13),

Peraturan Deerah Kabupaten Kampear Nomer 14 Tahun

9011 tentang Pajak Rekiame (Lembaran Dacrah Kabupaten

Kampar Tahun 2011 Nomer 14);

Peraturan Daerah Kabumeaten Kampar Namor 11 Tahun

2041 tentang Pajak Buri dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (Lembaran Dacrah Kabupaten Karmpar Tahun

4011 Womor 11) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaien Karpar Nemor 3 Tahun

2014 tentang Perubahan atas Peraluran Datrah Kabupaten

Kampar Nomor 1] Tahun 2011 tentang Pajak Bum dart

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan [Lembaran Daerah

Kabupaten Eampar Tahun 2014 Nomor 53],

MEMUTUSHAN:

PERATURAN BUPATL TENTANG SISTEM ONLINE PAJAK

DAERAH.

BABE I

KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan -

L.

3.

Daerah adalah Kabupaten Kampar-

Pemerintah Daerah adalah Pemetintah Kabupaten Kampar,

Bupati adalah Bupsatt Kampar-
ae



10.

li.

12.

Badan Pendapatan Daerah yang sclanjotnya disebut

Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Kampar.
Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Karmpar.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang

pribadi atau Badan yatg bersifat meraksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunaakan untuk keperluan Dacrah

bagi sehesar-besarnya kemaktmutan rakyat,

Subijek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapal

dikenakan pajak.

Wael Pajak adalah orang pradi atan Badan, meliputi

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,

yang mempunyal hak dan kewajiban perpajakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan dacrah.

Sorat Pemberitahuan Pajak Dacrah yang sclanjulnya

disebut sebagai SPTPD adalah Surat yang digunakan Wajit

Pajak untuk melaporkan penghimingan dan/eau

perobavaran pajak, obyek pajak danfatau bukan obyek

pajak, dan/atay harta dan kewajiban sesuai dengan

Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

dacrah.
Surat Pemberntahuan Pajak Terulang yang aclanjutnya

disebut SPPT adalah surat yang digunakan

menmberitahukan besarnya Pajak Buri dan Bangunan yang

jerutang kepada Wajib Pajak.
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang

selanjutnya disebut sebagai SPTPD elektronik adalah

SPTPD yang dibuat secara e¢lektromk yang berfungsi

erbagal sarana pelaporan penghitungan dar /atau

pembayatan payak.
Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnys disebut S4FD

adalah bukti pembayaran atau penyetaran pajak yang telah

dilakukan dengan tmenggunekan formulir atau telah

dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat

pembayaran yang ditunjuk oleh Bupael.

4,

tik



13.

14.

18.

1B,

l¥.

18.

1%,

Surat Setoran Pajak Deerah Elektronik yang selanjuinya
disebut SSPD elektronik adalah SSPD yang dibwat secara

elektronik yang berfungst sebagai bukti pembayaran atau

penyetoran Pajak.
Bank Persepsi acalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati
untuk menerima sctoran penerimaan Darrah,

Femungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai

dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak,

penentuan besarnya pajak teratang sampai kegatan

penawhan pajak kepada wajib pajak serTta pengawasan

penyetorannya.
Pemeriksaan adalah adalah serangkaian kegiatan

menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau
bukti yang dilakukan secara obycktif dan profesional

berdasarkan suatu stander pemerkeaan untuk meng)
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dacrah

danjatau untok tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.

Sistem Online adalah sambungan langsung antera suh

sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektroruk

dan terintegrasi serta real time yang berkaitan dengan

pelaporan transaksi secara elektronik meliputi mformasi

data, transaks: usaha dan transaksi pembayaran yang

dilakukan oleh Wajib Pajak.
informasi Elektronik adalah sekumpilan data clektronik,

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,

peta rancangan, foto, cletroni¢ data interchange (EDI, surat

clektranik (elentronic mail], tclegram, teleks, telecopy atau

scjcnisnya, tural, tanda, angka kode akses, simmbeal, atait

periorasi yang telah diclah mermiliki arti atau dapat

dipabarni oleh orang yang mampu memahaminys.

Dokumen Elektronik adalah setiap informasi clektronik

yang dibuat, diteruskan, dikitim diterima atau disitnpan

dalam bentuk analog, digital ¢lektromanignitik, optikal,

sejenisnya, yang dapat dilihat,ditampilkan, dan/atau

didengar melalui komputer atau sistem elektronik,

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gamibar, suara,



20.

2h.

ptta, rancangan, foto, atatl sejenisnya, hurul, tanda, angks,

kode alses, simbol atau perforasi yangmenuliki makna atau

arti eau dapat dipaheami oleh orang yang Mampu

meme batt.
Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat

keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk

tmerekam, memproses, dan mengirimkan data ke Server

Pemerintah Daerah.

Cush Management System yang selanjutnya disingkat CMS

adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi

yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup

kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan

likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan

nasabah menjadi elektif dan efisien.

yl

Pazal 2

Maksud ditetapkannya Peraturarr Gupati imi adalah s¢bapal

pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan Transalksi

Elektronik Pajak Dacrah melaha Online Sietem-.

Pasal 2

Tujuan Peravaran Bupati ini adalah -

a. Meningkatkan pelayanan kepada wajih pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakan daerah,

Mewujudkan penyelenggaraan administrasi perpajaken yang

elekrif dan elisien;

th

_Memberikan kerudahan bagi wajib pajak dalam

pendaftaran, pembayaran, pemantauan dan pelaporan pajak

daerah,
. Meningkatkan Uwansparansi dan akuntabilitas dalamd.

pengeloiaan pejak daerah,;

Meningkatkan aktraai data penerimaanh pembayaran pajak

daersh;

¢.

E. Meningkatkan pengeawasan atay pelaporan pajak dacrah;

Ez, Meminimalisit kehilangan potensi pajak daerah sehingga

pererimaan dseran dari scktor rajak daerah dapat

ditingkatkarl



Pasa] 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati int meliputi :

a.
b.

a
m
2

G
&

a

(1)

(2)

[Sh

Sistem pelaporan pajak online;
Tata cara pelaporan, pembayaran dan penyetoran pajak
online;

Penenmpatan atal system perekam date transaskel ysaha,

Hak, kewajihan dan larangan;
System terinteprasi pajak dan system lain; dan

Pembiayaan.

HAH JI
SISTEM PELAPORAN PAJAK ONLINE

Pasal 5

Pelaporen Pajak dilaksanakan secara online dengan

menggunakan alat atau sister yang dibuat oleh Pemerincah

Decrah,

Bupati bervenang melakukan pengelolaan sistem online

techadap pelaporan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1).

Ketentuan tiengenal teknis pengelolaan sistem online

pelaporan pajak diana dalam petunjuk teknis yang

ditttapkan oleh Kepala Haden,

BAS Iii

TATA CARA PELAPORAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAR

(2)

{2}

PAJAK. ONLINE
Bapian Kesatu

Pelaporan
Pasal 6

Wajib Pajak wajit melakukan pelaporan pajak tering
dengan benar, jélas dan lengkap dengan mengisi SPTPD

atau Data dan Keterangan secara elektronik dalam sistem

online yang telah disediakan Pemerintah Darrah.

Pelaporan sebagaimana dimaksud Pagal 4 ayat [1] Bupati
miclalii Kepala Batlan dapat melakukan pemeriksaan atas

pelaporan Wajib Pajak guna memperoleh kebeneran terkait



(Si

{1}

(2)

(1}

(2)

4)

dengan cbyek pajak, subyek pajak, nilal cbyek pajak atau

transalsi usaha yang menjadi dasar penghitungan pajak.

Jangka waktu ptinyampaian SPTPD atau Data dan

Keterangan secara elektronik dilakeanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

perpajakan yang berlaku di Daerah.

Pagal 7

Setelah penyampaian SPTPD atau Data dan Keterangan

secara elcktronik, Wajib Pajak mendapatkan kode

transakesi/ kode bayar/ virtual account yang dapat ditetak

sebagai ayarat pembayaran pajak.

Wajib Pajak dapat mencetak hasil pelaporan pajaknya dan

sistem online sebagai bukti yang sah.

Pasal&
Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyctoran pajak

dengan sistem online yaitu melalui Bank Perseps] Yang

ditunjuk oleh Bupati.

Waiib Pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran

pajak dengan setoran tinal, transicr dan/fatau

mengeunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang

disediakan oleh Bank Persepsi ke Rekening Peneriimaan

Pajak Daerah.

Wajib Pajak membayarkan pajak terutangnys ke Bank

Persepsi danfatal tempat lain yang ditunjuk dengan

membawa SPTPD/dokumen yang dipersamakan dan/atau

kode tansaksi/ kode bayar/ virtual account

Bank Persepsi sebagaimana dimaksud ayat (/1) dapat

menyedinkan [fasilitas pembayaran dan penyetoran pajak

melahai -

a, Anjungan Tunai Mandiri (ATM);

b. intemet Banking,

c, Mobile Banking;

d. CashManagement Service (CMS) dan/fatau

e. Fauilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh bank

a

persepsi.



Pasai 9
Bukti pembayaran dan penyetoran Pajak yang dikeluarkan dan
diakui oleh Bank Perecpsi dipersamakan dengan SSPD.

Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut Mengenai tata cara pelaporan,
pembayaran dan penyetoran pajak dengan sistem online diatur
dalam petunjulk teknis yang diterapkan olch Kepala Badan.

BAR IV
PENEMPATAN ALAT/ SISTEM PEREKAM

DATA TRANSAKSI USAHA
Pagal 11

(t) Bupsti melalui Kepala Badan berwenang menghutbungkan
sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajih Pajak
dengan alat atau sistem perekam yang dimiliki! dikelola
oleh Pemerintah Daerah secara online,

(2} Wapnb Pajak wajib mencrima penempatan, penempelan

danfatau perasangan alat atau sistem perekam dale
transaksi usaha untuk ditempatkan pada akscs

pembayaran dan/atau tempat pencatatan twansaks) batk

pada server, front office maupun back office,

(3) Data transaksi usaha sebagairaana dimaksud pads ayat {)),

meliputi keselurohan data transaksi usaha yang menjadi

dasar pengenaan pajak yaitu data transaksi pemibayaran

danfatau yang seharusnya dibayar, yang dilakukan cteh

Subjek Pajak kepada Wajib Payak.

(4) Data transaksi yang stharusnya dibayar sebagaimnana yang

dimaksud pada ayat (3) meliputi pembayaran melatu

voucher atau bentuk lainnya yang diberikari secara ¢uma-

cuma dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga

berlaku.



(1)

(4)

be]

(1}

Pasal 1%

Alat atau sistem perckam data transaksi wsaha

scbagaimana dimeksud dalam Pasal 9 ayat {1}, merekam

setiap transaksi penerimaan jurmlah pembayaran psaha

[omze) dalam masa pajak dan besamya perhitungan pajak

terutang per-hari pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak.

Alat ata sistem perekam data transaksl usaha
sebagaimana dimakeid pada ayat [1], memberikan
informasi transakei secara real time melalui CMS kepada

Kepala Badan.

Penyajian CMS sebagaimana dimaksud pada ayal [2]

bersifat rahasia dan hanya dapac dikctahui oleh Wajid

Pajak, Bank yang dipilih olen Wajib Payak dan Bupati atau

Kepala Badan.

EAB ¥

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban
Pasal 14

Dalam pelaksanaan sisteta online pelaporan pajak, hak dan

kewajiban Wailib Fajak adalah sebagai berikut -

a. Wajib Pajak berhak :

1, memperolch [asilitas SPTPD etektrontk;
2. mempercich hasil perekarman data transakel wsaha

dan infonmasi terkait perpajakan daerah;

3, Taenenima jaminan kerahasiwan atas setiap daca

transaksi usaha;
4. menenma janngan untuk Sietem online yang

dilaksanakan olth Bedan;
a. mempereleh faminan pemasangan/ penyambungan/

pencmpatan sistem online tidak mengfanpsu
perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wayib

Pajak, dan
6 mcndapatkan penggantian perangkat dan sistem

online yang misak atau tidak herlungsi/ bereperasi



yang dischabkan bukan karena peérbuatan atau

kesalahan Wajib Pajak.

b. Wajib Pajak berkewajiban :

1.

ul

menage dan memeélihara dengan baik alar atau

siaiem perckam data transaksi usaha yang
Hitempatkan pada Wsaha Wajib Pajak,
menyimpan deta transaksi lusaha berupa hill

pembayoran, herga tanda maawk/ dket/karcis untuk

jangka waktu paling lama 3 {lima] tahun;

menyampatkan data trangaksi usaha yang
dilampirkan pada SPTPD atau SPTPO elektronik;

melaporkan dalam jangka waktu paling lama Ix24

isaty kali due puluh empat] jam apabila alat atau

sistem perekam data trangaksi usaha vane
mengalami kerusakan kepada Badan;
Tmembenkan kemudahan kepada Badan dalam

pelaksanaan siatem online sepern menginsrall;

Ticmasang /menghubungkhan perangkat dan siétem

infprmasi pengeawasan data transaksi pembayaran

pajak di tempat usana,outlet Wajib Pajak:
memberikan inlormasi mengenai merk/type, sistem
informasi data tranmsaksi, jursalah perangkat dan

sistem, sérta informasi Jain yang terkait dengan
sistem data transaksi pembayarnan yang dimilikti

Wait Pajak.

3.

(2) Dalam pelaksanasn sistem online pelaperan pelaporan
pajak, hak dan kewajiban Badan adalah sebagai berikut:
&. Badan berhak:

1. mempcroleh kemudahan peda saat pelakeanaan
ayatem online seperh menginstal/memasang/
menghubungkan perangkal dan sistem di tempat
Heaha Waylb Pajak:
memperoleh informasi mengenai merk/tipe, sistern

informasi data transaksi, fumlah perangkal dan
sistem, serta informasi lain yang terkait dengan



ua

sistem informasi trangaksl pembayaran yang dimiiki

Wanb Pajak;

mendapatkan rtkapitulasi data transaksi Usaha dan

laporan pembayeran Payak dari Wajib Pajak,

memonttarmge data trangaksi usaha dan Pajak

terutane;
mienpakses herdware danfatau software sistem

online pelaporan transaks1;
melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada

Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam sistem

online pelaporan data berbeda dengan laporan

SPTPD atau SPTPO elektronik yang diberikan oleh

Wajib Patak.

mclaporkan kepada aparat penegak hukum atas

kealpaan Wajib Pajak yang mengakibatkan
kerusakan dan/atau hilangnya perangskat dan/atau

4.

7

sistem online.

b, Badan berkewajiban :

I. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha

Wajib Pajak, kecuah ditentukan lain oleh Peraturan

Perundanp-undangan Perpajakan Daerah;
2. membangun dan menyediakan jarnngsn;
3. menpadakan, menyediakan, menvambung dan

ul

memelhara perangkat sistem online pelaporan
transaksi dengan tiaya dan Angearan Pendapatan
dan Belanja Daerah;

. menjaria tidak terjadi kerusaken atau tergangeunya4
perarngkat dan sistem data transaksi pembayaran
dimiliki oleh Wajib Pajak amas pelaksanaan sistem

entine:

melakukan tindakan administrasi perpajakan aesuai

dengan ketentuan Peraturan Petundang- undatieani
Pajak Daerah, apabila terjadi kerusakan pada alat
atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga
mengakibatkan tidak berfunpsinya sistem online
pelaporen transaksi;



&, menyitnpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada

data base Pajak untuk jangka waktu paling lama 3

(lima}

Bagian Kedua

Larangan
Posal 14

Daiam pelaksanaan sistem online pelaporan data transaksi

Wajtb Pajak dilarang :

a. mengubah data sistem online dengan cata dan dalam bentuk

apapuii, Atal

b. menisak atau membuat tidak berfungsi/ beroperasinya

perangkat dan sistern online yang telah terpasang.

BAE VI
SISTEM TERINTEGRASI! PAJAK DAN SISTEM LAIN

Pasal 15

{]] Dalam rangka peningkatan efektifiias dan efisicns] serta

penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemierintahan,

sistem online Pajak dapat dintegrasikan dengan sistern

yang Letdapat pada instansi lain apabila dipertukan.

(2) Penpintegrasian sisiem sebagaimana dimakaud pada ayat
(1) diatur secara terpisah-

BAB VIII
PEMEIETMH

Pasal 16

Scgala Pembiayaan yang timbul dan pelaksaanSistem Onine

Pajak Deerah di bebanken pada APBD Katupaten Kampar
scosllai ketentian perundang-undangan.



BAE VIII
EETENTUEH PEHUTUP

Pasal 1¥

Peraturan Bupatt imi mulai berlaku pada tangzal

B

diundanpkan.

Agar setian orang =mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berila Daerah Kabupaten Kampar.

Titetapkan di : Bangkmang
Podatanpeal «1a Tebiwae Jey

PAT] KAM

ieCATUR SUGENG SUSANTO
a

¢
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